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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung pengertian 

bahwa segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara adalah didasarkan atas hukum, yang menjamin perlindungan 

terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945).  Indonesia juga adalah salah satu negara yang secara 

konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi 

mayoritas penduduknya menganut agama Islam.1 

Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia mempengaruhi 

pandangan hidup bangsa ini sepanjang sejarah, termasuk dalam bidang 

ekonomi. Hal ini menjadikan mayoritas konsumen di negara Indonesia 

adalah penduduk muslim, sehingga kehalalan suatu produk baik 

makanan, kosmetik atau obat-obatann yang beredar di indonesia harus 

terjamin kehalalannya. Negara berkewajiban memberikan pelindungan 

dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan 

masyarakat selaku konsumen mengingat produk yang beredar di 

masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Perlindungan yang 

diberikan negara terhadap warga negaranya bertujuan untuk memberikan 

rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan 

bernegara.2 

                                                            
1 Dahlia Haliah Ma’u, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi 

Dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)” Jurnal 
Ilmiah Al-Syir’ah  Vol. 15 No.1 p-ISSN 1693-4202 , e-ISSN 2528-0368 (2017),  IAIN 
Manado,  h. 16. 

2 Point Menimbang Huruf  b dan  c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 
Tentang Jaminan Produk Halal. 
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Keterangan tentang kehalalan suatu produk mempunyai arti yang 

sangat penting, yaitu untuk melindungi konsumen yang beragama Islam 

agar terhindar dari produk-produk yang tidak halal. Oleh karena itu, 

jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk 

mendapatkan perhatian dari pemerintah. 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Keduduan yang tidak seimbang antara produsen dan 

konsumen, menyebabkan selama ini, keadaan dan posisi konsumen 

kurang mendapat perhatian karena posisi konsumen yang lemah maka ia 

harus dilindungi oleh hukum.3 Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum 

itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.4 

Mengenai perlindungan konsumen ini, sudah ada Undang-undang 

yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan 

yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa 

yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa 

hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.5 

Obat ialah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan 

untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, 

mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala 

penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau 

                                                            
3 Abdurahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h.16. 
4 Hijrah Lahaling, “Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di 

Indonesia”,  Jurnal Harlev, Vol 1 p-ISSN 2442-9880 e-ISSN 2442-9899 (Agustus 2015) 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, h. 286. 

5 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok: 
Prenadamedia Group, 2018),  h. 6. 
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hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia.6 Obat 

digolongkan menjadi beberapa golongan. Menurut Pasal 1 butir ketiga 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 Tentang 

Wajib Daftar Obat Jadi disebutkan bahwa “Golongan obat adalah 

penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan 

ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat 

bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, 

dan narkotika.” 

Salah satu jenis dari penggolongan obat tersebut yaitu obat bebas. 

Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak 

membahayakan bagi si pemakai dan diberi tanda lingkaran hijau dengan 

garis tepi berwarna hitam.7 Obat bebas yang beragam dan sangat mudah 

dijumpai di lingkungan masyarakat sekitar seperti di apotek, toko obat 

atau di warung-warung, hal itu membuat masyarakat harus lebih teliti 

lagi dalam memilihnya, khususnya dalam hal memilih obat yang sudah 

halal. 

Kebutuhan akan hadirnya obat dalam kehidupan manusia 

menjadikan manusia sebagai konsumen dalam penggunaan obat tersebut 

karena obat merupakan salah satu jenis barang yang digunakan oleh 

manusia. Dengan demikian, ada hubungan yang erat antara perlindungan 

konsumen dengan kesehatan karena obat-obatan merupakan salah satu 

jenis barang sebagaimana diatur dalam Undang-undang perlindungan 

konsumen. 

Sejak 1 Januari 2016 Indonesia mulai memasuki fase baru tatanan 

kehidupan bermasyarakat di tingkat kawasan yakni dengan mulai 

                                                            
6 Yanthi susanti dkk, tim Penyusun,  Dasar-Dasar Kefarmasian, (Depok : 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013), h. 47. 
7 Tim MGMP Pati, Ilmu Resep Teori Jilid 1, (Sleman: Penerbit Deepublish, 2015), 

h.16 
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efektifnya ASEAN Economic Community (AEC) atau yang lebih dikenal 

dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).8 Pada masa MEA semua 

produk dalam jenis apapun bebas masuk ke Indonesia, termasuk produk 

farmasi. Industri farmasi Indonesia saat ini berjumlah 206 industri  yang 

terdiri dari 4 BUMN, 178 industri swasta, dan 24 industri multinasional. 

Saat ini kurang lebih 70% kebutuhan obat sudah dapat diproduksi 

industri farmasi di dalam negeri walaupun masih  sangat  tergantung  

dengan bahan  baku  impor.9 

Produk farmasi impor dari berbagai negara ASEAN akan dengan 

bebas masuk ke Indonesia tanpa adanya aturan dari negara asalnya yang 

mengharuskan untuk memiliki sertifikasi halal.10 Saat ini banyak beredar 

produk obat-obatan di masyarakat yang belum mencantumkan label halal 

serta belum memproses sertifikat halal untuk produk yang 

diproduksinya. Status halal dari produk obat-obatan tengah menjadi 

perhatian karena adanya amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal yang akan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. 

Namun, permasalahan muncul karena tidak semua obat-obatan 

memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di antaranya 

menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal. 

                                                            
8 Evie Ariadne Shinta Dewi dan Benazir Bona Pratamawati, “Komunikasi Politik 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Dalam  Menyosialisasikan Masyarakat Ekonomi 
Asean (Mea)” Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 20,  No. 2, p-ISSN 1411 - 0903  
e-ISSN 2443-2660 (Juli 2018) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran,  h. 188. 

9 Lukman Prayitno, “Perdagangan Bebas Produk Farmasi Dan Alat Kesehatan Serta 
Kesiapan Memenuhi Persyaratan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Asean” Jurnal 
Kefarmasian Indonesia Vol. 10 No.1(Februari 2020), Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Humaniora dan Manajemen Kesehatan  h.68. 

10 “UU Nomor  33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, 
https://www.jogloabang.-com/pustaka/uu-33-2014-jaminan-produk-halal diakses pada 
tanggal 21 februari 2021 pukul 14:01 WIB. 



5 
 

 
 

Tahun 2018 ditemukan kasus obat-obatan yang mengandung 

Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) babi yaitu Viostin DS dan Enzyplex oleh 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memicu berbagai 

kontroversi dan keresahan di kalangan masyarakat. Viostin DS yang 

diproduksi oleh PT Pharos Indonesia sudah beredar di pasaran cukup 

lama, yang artinya lembaga yang berwenang mengurusi masalah obat-

obatan dan makanan (BPOM) telah memberikan surat izin edar. Viostin 

DS mendapat nomor izin edar oleh BPOM dengan Nomor Edar/NIE 

POM SD.051523771, Bets BN C6K994H setelah mengajukan sampel ke 

Laboratorium BPOM dan telah lolos uji oleh Lembaga Pengkajian 

Pangan, Obat-obatan, Makanan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI).11 

Terkontaminasinya produk obat dan suplemen yang mengandung 

DNA Babi tentu telah meresahkan konsumen, terkhusus bagi konsumen 

beragama Islam yang mengedepankan prinsip kehalalan produk. Pada 

umumnya dari segi kesehatan mereka mempertanyakan tentang 

keamanan obat dan suplemen yang beredar di masyarakat, terutama 

terkait dengan status kehalalan dari produk-produk tersebut. Selain itu, 

dari segi ekonomi mayarakat juga mempertanyakan mengenai hukum 

jual beli obat yang tidak memiliki label halal serta tidak bersertifikat 

halal. Hal ini menjadi penting karena salah satu rukun dan syarat jual beli 

adalah barang yang dijual belikan haruslah barang yang halal, dan 

diketahui oleh pembeli mengenai spesifikasi atau sifat-sifat barang 

tersebut, jual beli barang yang haram dan tidak diketahui karena 

                                                            
11 Hendrian Wulansari, “Perlindungan Konsumen Terhadap Ketiadaan Label Halal 

Pada Produk Farmasi Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 
Produk Halal”, Jurnal Hukum Adigama, Vol 1, No 1 (2018) p-ISSN 2747-0873 e-ISSN 
2655-7347 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara h. 3. 

https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/issue/view/137
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ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk gharar dan jual 

belinya menjadi tidak sah. 

Dalam jual beli, sudah seharusnya didasarkan pada hukum Islam, 

maka tidak boleh mengandung unsur gharar pada objek atau barang 

yang diperjualbelikan. Dalam istilah fiqih muamalah, gharar berarti 

ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam 

sebuah transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara 

baik dan buruknya. Menurut madzhab Syafi‟i, gharar yaitu sesuatu yang 

tersembunyi yang dapat menutupi suatu pandangan agar tidak diketahui 

karena apabila terlihat maka akan berakibat pada sesuatu yang tidak 

diharapkan seperti kekecewaan atau penolakan. Sedangkan Ibnu Qoyyim 

mengatakan bahwa gharar merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima 

keadaannya baik barang itu ada atau tidak. Begitu juga Ibnu Taimiyah 

mengatakan gharar adalah ketidakpastian suatu akibat yang dapat 

ditimbulkan dari sebuah akad. Sementara Ibnu Hazm mengartikan 

gharar sebagai suatu ketidaktahuan dari salah satu pihak yang 

melakukan akad tentang objek atau benda yang diakadkan.12 

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan 

jual beli, yaitu jual beli barang haram, barang yang dijual belikan belum 

jelas, jual beli bersyarat, jual beli yang menimbulkan kemudaratan, jual 

beli karena dianiaya, jual beli muhaqalah, jual beli mukhadharah, jual 

beli mulamasah, jual beli munabadzah, jual beli muzabanah. 

Meskipun dalam sebuah obat mencantumkan komposisinya, 

tetapi bagi orang awam yang tidak mengerti akan bahan-bahan obat, 

maka hal yang lebih penting adalah label halalnya. Dengan adanya label 

                                                            
12 Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi”, 

AlIqtishad, Vol. 1, no. 1, (2009), p-ISSN: 2087-135X  e-ISSN: 2407- 8654, Fakultas Syariah 
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h. 54-55. 

http://issn.pdii.lipi.go.id/
http://issn.pdii.lipi.go.id/
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halal umat muslim akan merasa lebih aman karena jelas akan suatu zat 

yang dikonsumsinya. Tetapi di zaman sekarang ini, banyak orang yang 

mengesampingkan adanya label halal ini. Bagi mereka yang terpenting 

adalah kembali sehat dan dapat beraktifitas seperti biasanya. 

 Mengenai produk halal, terdapat dua hal penting dan saling 

keterkaitan satu dengan yang lainnya, yakni pertama mengenai sertifikat 

halal dan kedua mengenai lebel halal. Sertifikat halal adalah sertifikat 

yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI setelah melakukan penelitian 

(audit) terhadap produk yang dihasilkan produsen dan dinyatakan tidak 

mengandung unsur-unsur yang mengharamkan (tidak mengandung babi, 

najis dan hal yang mengharamkan), sedangkan lebel halal adalah 

kewenangan Dirjen POM (Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan 

Makanan) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk 

memasangnya pada kemasan suatu produk13 

Pencantuman label halal pada produk makanan, obat-obatan dan 

kosmetik diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan, yaitu: 

1.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 30 ayat 

(1) “Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan kedalam 

wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan 

wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan 

pangan”. Ayat (2) huruf e, label sebagaimana dimaksudkan ayat (1) 

memuat sekurang-kurangnya mengenai keterangan tentang halal. 

Penjelasan tentang pasal 30 ayat (2) huruf e menyebutkan: 

“Keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting untuk 

masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama islam”. 

                                                            
13 Yuli dian Iskandar, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman 

Produk Halal Oleh Pelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pangan Dalam Kemasan Di Kota 
Pontianak)”, Jurnal Nestor Megister Hukum Vol 2, No 2 (2015) ISSN: 0216-2091 Program 
Magister Hukum Universitas Tanjungpura. h. 4. 
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 

Iklan Pangan, Pasal 10 ayat (1) “Setiap orang yang memproduksi 

atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas 

untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal 

bagi umat Islam, bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan 

wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. 

3. Undang-undang No. 33 tahun 2014  tentang Jaminan Produk Halal 

a. Pasal 38 “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal 

wajib mencantumkan Label Halal pada: 

1) kemasan Produk; 

2) bagian tertentu dari Produk; dan/atau 

3) tempat tertentu pada Produk. 

b. Pasal 39 “Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak 

mudah dihapus, dilepas, dan dirusak”. 

c. Pasal 41 ayat (1) “Pelaku Usaha yang mencantumkan Label 

Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif 

berupa: 

1) teguran lisan; 

2) peringatan tertulis; atau 

3) pencabutan Sertifikat Halal. 

Merujuk pada peraturan-peraturan  di atas, bahwa pencantuman 

label halal ini wajib dilakukan oleh para produsen, baik itu produk 

makanan, kosmetik ataupun obat-obatan. Hal ini sesuai dengan  

ketentuan Pasal 4 huruf a dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas 
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kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang,  

juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang. Oleh karena itu, perlu dimaksimalkannya Undang-

undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan 

Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta 

Undang-undang lainnya, untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, 

memberikan sanksi hukum kepada produsen yang tidak mentaati aturan 

dan memberi perlindungan kepada konsumen dari produk farmasi jenis 

obat bebas yang tidak mencantumkan label halal dalam setiap 

kemasannya, agar konsumen bisa terlindungi dan terhindar dari  jual beli 

gharar dalam setiap transaksi yang dilakukannya. 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik 

melakukan penelitian terhadap skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN 

KONSUMEN ATAS LABEL HALAL PRODUK FARMASI PADA JENIS  

OBAT BEBAS (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

POSITIF).” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memfokuskan 

penelitian tentang “Perlindungan Konsumen Atas Label Halal Produk 

Farmasi Pada Jenis Obat Bebas (Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif)”. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan 

penelitian ini penulis melakukan pembahasan dan perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengaturan Sertifikasi Halal Terhadap Produk Farmasi 

Jenis Obat Bebas di Indonesia? 
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2. Bagaimana Sanksi Hukum Atas Produk Farmasi Pada Jenis Obat 

Bebas Tanpa Label Halal di Indonesia? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui Pengaturan Sertifikasi Halal Terhadap Produk 

Farmasi Jenis Obat Bebas di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui Sanksi Hukum Atas Produk Farmasi Pada Jenis 

Obat Bebas Tanpa Label Halal di Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian 

ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran 

hukum, landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya, khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap 

label halal menurut Undang-undang dan hukum islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis lebih memahami dan menambah pengetahuan 

tentang perlindungan konsumen. 

b. Bagi masyarakat 

1) Memberikan infrmasi mengenai perlindungan konsumen 

terhadap sertifikasi halal dalam perspektif Undang-undang 

dan Hukum Islam. 

2) Menambah kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan 

konsumen mengenai sertifikat halal.  
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F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan, dan 

bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan 

untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi 

yang akan dilakukkan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai 

upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau 

meneliti dengan tema dan kajian yang sama.14 

Dalam penelitian terdahulu yang relevan penulis mencantumkan 

skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis sebagai berikut : 

No. 
NamaPenulis 

dan Judul 
Hasil Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

1.  Hendrian 

Wulansari, 

2018, 

Universitas 

Tarumanagara 

dalam judul 

Perlindungan 

Konsumen 

Terhadap 

Ketiadaan 

Label 

Halal Pada 

Produk 

Farmasi 

Diperlukan upaya 

untuk memberikan 

perlindungan 

konsumen terhadap 

sertifikasi dan label 

produk halal. Tidak 

adanya label halal 

pada produk farmasi 

disebabkan karena 

sulitnya mencari 

bahan pengganti 

obat karena 90 

persen obat tersebut 

diimpor dari negara 

Persamaan : 

- Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode 

kualitatif. 

- Membahas tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

Perbedaan : 

- Penulis hanya berfokus 

membahas mengenai 

obat bebas tidak 

membahas mengenai 

produk farmasi secara 

                                                            
14 Yusuf Somawinata dkk, Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana 

Hasanuddin banten, Pedoman Penulisan Skripsi, (Serang: Lembaga Penjaminan Mutu 
(LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), h. 46. 
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Menurut 

Undang-

Undang 

Nomor 33 

Tahun 2014 

Tentang 

Jaminan 

Produk Halal 

lain yang tidak ada 

jaminan 

kehalalannya.  

keseluruhan. 

- Selain mengacu kepada 

hukum positif penulis 

juga membahas 

bagaimana Perspektif 

Hukum Islam mengenai 

hukum jual beli produk 

Farmasi pada jenis obat 

bebas tanpa label halal 

dan sanksi hukum 

terhadap produk 

farmasi jenis obat 

bebas tanpa label halal. 

2.  Nadiah, 2014,  

UIN Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta dalam 

judul 

Perlindungan 

Konsumen 

terhadap 

Pemalsuan 

Sertifikasi dan 

Pencantuman 

Label Halal 

Secara Ilegal. 

Peraturan 

perundang-undangan 

yang mengatur 

sertifikasi halal 

maupun labelisasi 

halal belum 

sepenuhnya 

memberikan 

kepastian hukum 

jaminan hukum bagi 

konsumen muslim 

terhadap pangan dan 

produk lainnya. 

Persamaan : 

- Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode 

kualitatif. 

- Membahas tentang 

Perlindungan 

Konsumen. 

Perbedaan : 

- Fokus penelitian 

mengenai Pemalsuan 

Sertifikasi dan 

Pencantuman Label 

Halal Secara Ilegal. 

Sedangkan penulis 
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akan berfokus 

mengenai Produk 

Farmasi Tanpa Label 

Halal.  

3.  Tri Rizki 

Damai Yanti, 

2018, 

Universitas 

Muhammadiy

ah Sumatera 

Utara, dalam 

judul 

Perlindungan 

Hukum Bagi 

Konsumen 

Atas 

Peredaran 

Makanan Non 

Halal Di 

Tinjau dari 

Undang-

undang RI No. 

33 Tahun 

2014 Tentang 

Jaminan 

Produk Halal. 

Undang-undang 

memberikan 

perlindungan kepada 

konsumen. 

Ada 2 penyelesaian 

sengketa yang dapat 

ditempuh oleh 

konsumen yakni: 

pertama, 

penyelesaian 

sengketa diluar 

pengadilan yakni 

dengan konsiliasi, 

mediasi dan arbitrase 

melalui lembaga 

yakni Badan 

Penyelesaian 

Sengketa Konsumen 

(BPSK), dan kedua, 

penyelesaian 

sengketa di luar 

pengadilan. 

Persamaan : 

- Metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode 

kualitatif. 

- Berdasarkan Undang-

undang No. 33 Tahun 

2014 tentang jaminan 

Produk Halal 

Perbedaan : 

- Fokus penelitian 

mengenai Peredaran 

Makanan Non Halal. 

Sedangkan penulis 

akan berfokus 

mengenai Produk 

Farmasi tanpa Label 

Halal. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Jual beli adalah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain 

dengan cara tertentu (akad). Jual beli merupakan transaksi yang 

dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa 

yang menjadi objek transaksi jual beli.  Dalam transaksi jual beli ada dua 

belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atas harta yang 

membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang 

diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas 

kepemilikan selamanya. 

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang 

yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma’kud alaih (objek akad), 

objek akad haruslah benda yang suci atau mungkin untuk disucikan 

sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan 

yang lainnya. 

Mayoritas konsumen di Indonesia adalah seorang Muslim, dimana 

kehalalan produk-produk yang diedarkan di indonesia sangat 

diutamakan.  Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 

ayat 168: 

�هُۥ لكمَُۡ  ن
�
نِۚ ا �ـ یۡطَ تِ أٱلش�� �بِعُواْ خُطُوَ� بٗا وَلاَ تتَ لاٗ طَیِّ �ـ ا فيِ أٱۡ��رۡضِ َ�لَ اَ أٱلن�اسُ كلُُواْ مِم� أٓ�يه� بِينٌ یَ��  �دَُوّٞ م�

)١٦٨( 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, 

karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata” (QS. Al-

Baqarah :168).15 

 
                                                            

15 Tim penerjemah Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Quran Departemen 
Agama R.I., Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004), h. 25. 
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Berdasarkan ayat diatas, Allah memerintahkan agar seluruh umat 

manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir senantiasa 

mengkonsumsi yang halal, lagi baik yang ada dimuka bumi ini, baik itu 

produk makanan atau obat-obatan. Apalagi sebagai orang yang beriman, 

mengkonsumsi produk yang halal sudah menjadi suatu hal yang pokok 

dan melekat didalam diri seorang muslim. 

Saat ini banyak jenis obat-obatan bebas yang beredar di 

masyarakat yang belum mencantumkan label halal serta belum 

memproses sertifikat halal untuk produk yang diproduksinya, 

dikarenakan obat-obatan tersebut masih mengandung bahan-bahan yang 

tidak halal atau najis. Status halal dari produk-produk farmasi tengah 

menjadi perhatian karena diberlakukannya sanksi bagi pelaku usaha yang 

tidak mencantumkan label halal. Maka dari itu, diperlukannya suatu 

perlindungan bagi konsumen, untuk menjamin barang yang dibeli dan 

dikonsumsinya itu halal. Sehingga memberikan ketenangan dalam 

bertransaksi bahwa jual beli yang dilakukannya sah karena terhindar dari 

sesuatu yang haram.  

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin 

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada 

konsumen.16 Adanya informasi yang benar dan jelas pada suatu produk 

merupakan salah satu hak dari konsumen agar konsumen dapat 

mengetahui kebenaran atas informasi produk tersebut dan tidak ragu 

dalam membeli dan menggunakan atau mengkonsumsinya.17 

Terdapat  instrumen hukum penting yang menjadi landasan 

kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu : 

                                                            
16 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum...,h. 6. 
17 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, 

Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 18. 
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1. Undang-undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber 

hukum di Indonesia. Amanat Undang-undang Dasar 1945 

menyebutkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan 

nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang 

demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan 

dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi 

oleh masyarakat. 

2. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Lahirnya Undang-undang ini untuk  menjamin adanya kepastian 

hukum bagi konsumen dan memberikan harapan bagi masyarakat 

Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang 

diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.  

3. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

Lahirnya Undang-undang ini upaya untuk melindungi Masyarakat 

Indonesia terutama yang muslim dari segala macam bentuk 

makanan, minuman dan kosmetika yang tidak halal dalam norma 

dan aturan Islam. 

H. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah 

dengan menggunakan studi pustaka (library research).18 Dengan 

                                                            
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 2014), h. 273. 
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penelitian ini penulis membaca dan memeriksa dokumen baik yang 

diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan 

cetakan, maupun bentuk elektronik. 

Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Yuridis 

Normatif, yaitu pendekatan yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.19 

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu 

dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan 

kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan 

untuk mendapatkan Hukum Subjektif (Hak dan Kewajiban). 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 

mengambil data dari sumber data yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.20 Dalam penelitian ini 

bahan hukum primer yang diteliti berupa Peraturan Perundang-

undangan diantaranya UU No.8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, UU No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal,  Undang-undang No 23 Tahun 1992 

tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 

Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Fatwa 

MUI No. 30 Tahun 2014 tentang Obat dan Pengobatan.  

 
                                                            

19 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Cetakan ke-2, h.172. 

20Sugiyono, Metode Penelitian, …, h. 225  
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul datamisalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen.21 Seperti dari 

perpustakaan, buku, jurnal, makalah dan literatur lainnya yang 

sesuai dengan analisis penulis. 

c. Sumber Data Tersier 

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan sekunder. Misalnya yang bersumber dari 

kamus, ensiklopedia dan artikel pada majalah, surat kabar atau 

internet dan sebagainya. 

3. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka tahap berikutnya adalah 

memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu 

menggambarkan dan menjelaskan data yang penulis peroleh dari 

buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, baik buku 

primer maupun sekunder untuk kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. 

4. Teknik Pengolahan Data 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif, yaitu mengambil dan 

menganalisis fakta-fakta yang dikumpulkan dari berbagai sumber 

yang masih bersifat umum lalu diaplikasikan kepada masalah yang 

diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. 
5. Pedoman Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada: 
                                                            

21 Sugiyono, Metode Penelitian, …, h. 225 



19 
 

 
 

a. Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam 

Negeri “Sultan Maulana Hasanudin” Banten, Tahun 2018 

b. Untuk penulisan ayat ayat Al-Quran berpedoman pada Al-Quran 

dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh depertemen agama 

republik Indonesia. 

c. Penulisan hadis-hadis berpedoman pada buku aslinya, jika susah 

didapatkan pada sumber tersebut, maka penulis mengutip dari 

buku yang didalamnya terdapat hadis yang dimaksud. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan yang membahas meliputi: Latar 

Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II : Tinjauan Umum, meliputi: Pengertian 

Konsumen dan Perlindungan Konsumen, Asas 

dan Tujuan Perlindungan konsumen, Pihak-

pihak yang Terkait dalam Hukum Perlindungan 

Konsumen, Pengertian Halal dan Haram, 

Konsep Halal dan Haram, Sertifikasi dan 

Labelisasi Halal. 

BAB III : Sertifikasi Halal dalam Ketentuan Undang-

undang di Indonesia, meliputi: Undang-undang 
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Tentang Sertifikasi Halal di Indonesia, 

Penegakan Hukum dan Pengawasan Produk 

Halal. 

BAB IV : Perlindungan Konsumen Atas Label Halal 

Produk Farmasi Pada Jenis Obat Bebas, 

meliputi: Analisis Pengaturan Sertifikasi Halal 

di Indonesia Terhadap Produk Farmasi Jenis 

Obat Bebas dan Sanksi Hukum Atas Produk 

Farmasi Pada Jenis Obat Bebas Tanpa Label 

Halal. 

BAB V : Penutup bagian ini meliputi: Kesimpulan dan 

Saran-saran. 

 


